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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang isinya mengenai pembatalan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta menjelaskan akibat hukum yang timbul

dari keluarnya putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian

yuridis normatif dengan sifat penelitian evaluatif, sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini

termasuk penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa

perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 selama belum ditentukan

pilihan forum hukum dalam akad, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Jika para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa lain,

maka pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut harus secara jelas tercantum di dalam

akad (perjanjian) dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akibat hukum yang utama dari terbitnya

putusan tersebut adalah tidak adanya lagi dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Secara umum

Peradilan Agama kembali memiliki kewenangan absolut di bidang ekonomi syariah.

......This study discusses the post Islamic Law Banking Dispute Resolution Constitutional Court Decision

Number 93/PUU-X/2012 which is about the cancellation of the explanation of Article 55 Paragraph ( 2 ) of

Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking and explain the legal consequences arising from the

decision of the. This type of research is used by the author in this work is the normative juridical nature of

an evaluative study, while based on the goal, this type of research include deescriptive analysis research.

Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that Islamic banking

dispute resolution after the Constitutional Court for an undetermined Number 93/PUU-X/2012 forum choice

of law in the contract, then it becomes the absolute authority of the Religious Courts.

If the parties agree to resolve the dispute through alternative dispute resolution other, then the choice of

legal forum to resolve the dispute shall be clearly stated in the contract (agreement) and does not conflict

with Islamic principles. The main legal consequences of the publication of the decision is no longer dualism

Islamic banking disputes. In general, the Religious Court again have the absolute authority in the field of

Islamic economics.
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